
BUPATI NGAWI 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR ;z8 TAHUN 2014 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

KABUPATEN NGAWI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban 
Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik yang harus 
menyediakan dan melayani permintaan Informasi 
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional 
dan sederhana, serta untuk memberikan pedoman yang 
jelas bagi PPID dalam rangka mengelola dan 
memberikan informasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Kabupaten Ngawi; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara, 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3789); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20011; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2008 Nomor 03); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Staff Ahli, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah,(Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nornor 07) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ngawi Nomor 15 Tahun 201l(Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 15); 

10. Peraturan Bupati Ngawi Nornor 209 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 
Nomor 209); 

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 
tentan_g Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemenntah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nornor 125); 

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3.1 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 
Nomor 3.1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 25); 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
DAN PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI KABUPATEN NGAWI. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 
daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 

4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, 
dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna, dan 
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 
dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
secara elektronik ataupun nonelektronik. 

5. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 
penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar, 
dan suara untuk bahan informasi publik. 

6. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh 
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan pu blik. 

7. Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif dan 
Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelengaraan Negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan 
dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah 
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja Negara 
dan/ atau anggraan pendapatan dan belanja daerah, 
sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. 

8. Pejabat pu blik adalah orang yang ditunjuk dan diberi 
tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu 
pada badan publik. 
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9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan 
publik. 

10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat 
yang bersangkutan dan/ atau atasan dari atasan langsung pejabat yang 
bersangkutan. 

11. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan 
publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang­
undangan. 

12. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak 
melalui bantuan mediator komisi informasi. 

13. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara 
para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 

0, 14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau 
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

15. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai 
sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya 
yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik. 

16. Daftar lnformasi Publik yang selanjutnya disebut DIP adalah catatan yang 
berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang 
berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi 
yang dikecualikan. 

17. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

BAB II 
ASAS PELAY ANAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal2 

Pelayanan informasi publik oleh PPID berasaskan : 

a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
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BAB III 
RUANO LINGKUP 

Pasa13 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik; . 
b. Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Permohonan Informas1 

Publik; 
c. Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pelayanan 

Informasi Publik; dan 
d. Monitoring dan Evaluasi. 

BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

Pasal 4 

Tahap-tahap dalam penyusunan DIP adalah sebagai berikut : 

a. pengumpulan dan identifikasi informasi; 
b. pengklasifikasian informasi; dan 
c. penetapan DIP. 

Bagian Kesatu 
Pengumpulan dan Identifikasi Informasi 

Pasal 5 

( 1) Dalam tahap pengumpulan dan identifikasi informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, PPID harus memperhatikan hal-hal 
sebagai beriku t : 

a. mengenali tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan kerja 
dan unit pelaksana teknis; 

b. menjalin hubungan baik dengan pejabat di satuan kerja dan unit 
pelaksana teknis yang memiliki informasi; dan 

c. mendata informasi dan arsip yang dimiliki, dihasilkan, diterima, dan 
yang dikirim, oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis. 

(2) Informasi yang dikumpulkan atau diinventarisasi merupakan infomasi 
yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima dari badan publik lain, 
maupun yang dikirim. 

(3) Identifikasi informasi dilakukan dengan pengelompokkan informasi 
kedalam 3 (tiga) jenis informasi, yaitu : 

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 
c. informasi yang wajib disediakan setiap saat. 
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Paragraf 1 
J enis Informasi 

Pasal 6 

( 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah sebagai 
berikut: 
a. informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat 
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan 
fungsi Pemerintah Kabupaten beserta kantor unsur satuan kerja 
perangkat daerah dibawahnya; 

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil 
singkat pejabat structural; dan 

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Daerah yang wajib 
melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah 
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pemerintah 
Kabupaten untuk di umumkan. 

b. ringkasan informasi ten tang program dan/ atau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam lingkup Badan Publik, sekurang-kurangnya terdiri 
atas: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

nama program dan kegiatan; 
penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta 
nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi; 
target dan/ atau capaian program dan kegiatan. 
jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. 
anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. 
agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten. 
informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak­
hak masyarakat. 
informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat 
Pemerintah Daerah. 
informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemerintah 
Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk 
umum. 

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah 

/ ~- .-\au pun sedang dijalankan beserta ca~~annya. 

(. d. ,lgkasan laporan keuangan yang terdm atas : 

, . 1. rencana dan laporan realisasi anggaran. 
2. neraca. 
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun 

/ 
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

4. daftar aset dan investasi. 

e. ringkasan laporan akses Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas : 

1. jumlah permohonan lnformasi Publik yang diterima. 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

Informasi Publik. 
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3. jumlah pennohonan Infonnasi Publik yang dikabulkan baik 
sebagian atau seluruhnya dan pennohonan Infonnasi Publik yang 
ditolak. 

4. alasan penolakan permohonan Infonnasi Publik. 

f. infonnasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang 
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas : 

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang­
undangan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang sedang dalam 
proses pembuatan 

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau 
kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. 

g. infonnasi tentang hak dan tata cara memperoleh Infonnasi Publik, 
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian 
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang 
bertanggungjawab yang dapat dihubungi. 

h. infonnasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang 
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah 
Kabupaten maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian 
kerja dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. 

i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan terkait. 

j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi 
keadaan darurat di setiap SKPD. 

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) ka1i dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 7 

( 1) Infonnasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan infonnasi yang dapat 
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 

(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan 
ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan 
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, 
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. 

b. infonnasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan 
industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran 
lingkungan dan kegiatan keantariksaan; 

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok 
atau antar komunitas masyarakat dan terror. 

d. infonnasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber 
penyakit yang berpotensi menular. 

e. infonnasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat, dan/ atau 

f. infonnasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. 
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(3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. potensi bahaya dan/ atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan. 
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bail< masyarakat umum. 
c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi. 
d. cara menghindari bahaya dan/ atau dampak yang ditimbulkan. 
e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang. 
f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 
g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi. 
h. upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi bahaya dan/atau 

dampak yang ditimbulkan. 

Pasa18 

Informasi yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri dari : 

a. Daftar informasi yang memuat : 

1. nomor 
2. ringkasan isi informasi 
3. pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai informasi 
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi 
5. waktu dan tempat pembuatan informasi 
6. bentuk informasi yang tersedia 
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan 
Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas : 

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau 
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut. 

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, 
keputusan atau kebijakan tersebut. 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut. 

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. 
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. 
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. 

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, 
antara lain : 

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan 
keuangan. 

2. profit lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama sejarah 
karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat 
yang pemah diterima. 

3. anggaran Pemerintah Kabupaten secara umum maupun anggaran 
secara ~u~us unit J:>elaksana t~knis serta laporan keuangannya. 

4. data statistik yang d1buat dan d1kelola oleh Pemerintah Kabupaten. 
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e. surat-surat. 

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan 
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang 
diberikan. 

h. data perbendaharaan atau inventaris. 

i. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten. 

j. agenda kerja pimpinan satuan kerja. 

k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Pu blik yang 
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang 
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani 
layanan Infonnasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan 
Informasi Publik serta laporan penggunaannya. 

1. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam 
pengawasan internal serta laporan penindakannya. 

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 
masyarakat serta laporan penindakannya. 

n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 

o. informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 
berdasarkan mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan 
lnformasi Publik. 

p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). 

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum. 

Pasal 9 

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan 
Pasal 8, tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Mekanisme Pengumpulan Informasi 

Pasal 10 

(1) Dalam melakukan pengumpulan informasi, PPID melalui mekanisme 
sebagai berikut : 

a. pen~man form DIP kepada PPID Pembantu dan/ atau Pejabat 
Fungs1onal; 

b. pengisian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional· 
c. penge~balian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejab~t 

Fungs1onal; 
d. verifikasi form DIP; 
e. penetapan DIP; dan 

f. pengiriman DIP kepada PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional. 
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(2) Pengiriman form DIP kepada PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara 
elektronik maupun non elektronik, dengan disertai panduan penyusunan 
DIP. 

(3) Pengisian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, harus dilakukan sesuai 
dengan petunjuk yang ada pada panduan penyusunan DIP. 

(4) Pengembalian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, dapat dilakukan secara 
elektronik maupun non elektronik. 

(5) Verifikasi form DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dilakukan oleh PPID dengan berpedoman peraturan perundang­
undangan. 

(6) Penetapan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan 
dengan terlebih dahulu menentukan masa retensi atau jangka waktu 
penyimpanan dari setiap jenis informasi publik yang telah ditentukan. 

(7) Pengiriman DIP kepada PPID Pembantu dan/ a tau Pejabat Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, dapat dilakukan secara 
elektronik maupun non elektronik. 

Pasal 11 

DIP diperbarui setiap 1 (satu) bulan sekali, melalui mekanisme sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10. 

Bagian Kedua 
Pengklasifikasian lnformasi 

Pasal 12 

Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
merupakan pengujian konsekuensi atas suatu informasi sehingga dapat 
diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. 

Pasal 13 

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah 
sebagai berikut : 

a. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
~nformas~ Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 
1nformas1 yang dapat : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

~enghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak 
p1dana; 

mengungkapkan_ identitas _informan, pelapor, saksi, dan/atau korban 
yang mengetahu1 adanya tindak pidana; 
mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang 
be~hubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 
keJahatan transnasional; 
membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 
dan/atau keluarganya; dan/atau 
membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana 
penegak hukum. 



b. 

C. 

d. 

e. 

f. 
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Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
negara, yaitu : 

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan 
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran 
atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar 
negeri; 

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan 
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan 
dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengakhiran atau evaluasi; 

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara serta rencana pengembangannya; 

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau 
instalasi militer; 

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 
terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut 
yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain 
yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau 
sangat rahasia; 

6. sistem persandian negara; dan/ atau 
7. sistem intelijen negara. 

lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
lnformasi Pu blik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional : 
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau 

asing, saham dan aset vital milik negara; 
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi 

institusi keuangan; 
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah 

perubahan pajak,_ tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; ' 
4. 
5. 
6. 

rencana awal penJualan atau pembelian tanah atau properti' 
rencana awal investasi asing; ' 
proses dan . basil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 
keuangan lrunnya; dan/ a tau 

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

Informas~ Pub~k yang apabil~ dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informas1 Pubhk, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh 
negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional· 

2. k_?respondensi ~plomatik antarnegara; ' 
3. s1stem komun1kasi dan persandian yang dipergunakan dalam 

menjalankan hubungan intemasional· dan/atau perlindungan dan 
pengamanan infrastruktur ' 

4. strategis Indonesia di luar negeri. 



g. 
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lnformasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta 
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang; 

h. lnformasi Publik yang apabila dibuka d~ d_ibe~. kepada Pemohon 
lnformasi Publik dapat mengungkap rahas1a pnbad1, ya.1tu: 

i. 

j. 

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; k h fi ik d 
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan ese atan s , an 

psikis seseorang; 
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan reke~~g b9:111< ~ei:;o=; 
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, mte e u s, 

dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 
s. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang be~~tan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pend1dikan 
nonformal; 

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan 
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi 
Informasi atau pengadilan; 
informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 

Pasal 14 

Dalam melakukan pengklasifikasian informasi, PPID harus memperhatikan 
prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 
b. pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan 

penuh ketelitian; dan 
c. informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen dan ada jangka 

waktu pengecualiannya. 

Pasal 15 

(1) Mekanisme dalam melakukan pengklasifikasian infonnasi atau pengujian 
konsekuensi atas suatu informasi publik adalah sebagai berikut: 

a. melakukan klarifikasi informasi; 
b. menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dari pertimbangan yang 

dipergunakan; dan 
c. menetapkan dan merumuskan infonnasi yang dikecualikan. 

(2) Klarifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan terhadap : 

a. usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu dan/ atau 
Pejabat Fungsional; dan 

b. informasi yang dimohonkan berdasarkan pennintaan infonnasi dari 
masyarakat. 

(3) ~alisa konsekuens~ yang ditimbulkan dari pertimbangan yang 
~:hper~n~ ~e?aga.1mana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, merupakan 
1dentiflkas1 yund1s atau dasar hukum dari infonnasi yang dikecualikan. 

(4) ~alisa konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dilakukan secara d~riva~ve berdasarkan Undang-Undang tentang 
Keterbukaan Infonnas1 Publik atau dengan meminta pendapat ahli. 
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(5) Hasil pertimbangan atas informasi yang dikecualikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan argumen yang menjadi dasar 
penolakan pemberian informasi. 

Bagian Ketiga 
Penetapan DIP 

Pasal 16 

Penetapan DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan oleh 
PPID melalui surat penetapan PPID dan atas persetujuan Atasan PPID. 

BABV 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal 17 

() Pelayanan permohonan informasi publik dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

() 

a. pelayanan permohonan informasi secara langsung; 
b. pelayanan pennohonan informasi melalui media cetak dan elektronik; dan 
c. pelayanan pennohonan informasi melalui pengumuman. 

Bagian Kesatu 
Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi Publik 

Pasal 18 

b aimana dimaksud . formasi secara langsung se ag ( 1 J Pelayanan permohonan m akan pelayanan permohonan a~s 
dalam Pasal 17 huruf dik~• ;neru'kr, sebagai informasi yang WSJ!b informasi pu blik yang a egon 
disediakan setiap saat. 

(2) Mekanisme pelayanan permohonan informasi secara Iangsung adalah sebagai berikut : 

a. pemohon mengajukan permohonan s~ tertulis keJJ?-da PPID dan 
mengisi formulir permohon~ inform~ dengan melamp1rkan fotocopy 
KTP pemohon dan pengguna 1nformas1; 

b. PPID melakukan pencatatan permohonan dalam register permohonan infonnasi publik; 

c. petugas membenkan tanda bukti penerlmaan permohonan informasi 
publik kepada pemohon informasi publik; 

d. PPID memproses permohonan pemohon informasi publil{ sesuai 
dengan f<>rmulir J)ermohonan informas; publil< Yang telah 
ditandatangaru oleh petnohon informasi publik; 

e. PPID memenuhi permohonan informas; sesuai dengan Yang dlminta o1eh pemohon/pengguna informasi; 

f. PPID memberikan Tanda Bukti PenyeraJian lnformasi Publil< kepada Pengguna Informasi Publik; dan 

g. PPID menyimpan salinan formulir Permohonan yang telah diisi oleh 
pemohon dan/atau pengguna informas; publil{ sebagai tanda bukti adanya permohonan. 
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(3) Apabila informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan, 
PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-perundangan. 

(4) Formulir permohonan informasi, tanda bukti penerimaan permohonan 
informasi dan tanda bukti penyerahan informasi publik, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan 
Bupati ini. 

(1) 

(2) 

Pasal 19 

Pelayanan permohonan informasi melalui media cetak dan elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan pelayanan 
permohonan atas informasi informasi publik yang dikategorikan sebagai 
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

Pelayanan permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 
melalui surat kabar atau majalah resmi Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Pasal 20 

Pelayanan permohonan informasi melalui pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan pelayanan permohonan atas 
informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan 
secara serta merta. 

Pasal 21 

Bagan standar operasional dan prosedur pelayanan permohonan informasi 
publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Jangka Waktu Pelayanan Permohonan lnformasi Publik 

Pasal 22 

(1) PPID harus memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik 
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima. 

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui 
pemberitahuan secara tertulis, meliputi : 

a. permintaan informasi diterima; 
b. permintaan informasi ditolak; dan 
c. perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau 

ditolak. 

(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. ' 

(4) Apabila_ perm?hon~ informasi diterima, maka dalam surat 
pemben~uan Juga d1cantumkan materi informasi yang diberikan, format 
~formas1 dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila 
d1butuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. 
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(5) Apabila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat keputusan 
dicantumkan alasan penolakan berdasarkan pertimbangan yang 
dilakukan pada saat analisa konsekuensi informasi publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5). 

(6) Format surat keputusan penolakan informasi sebagaimana dimaksud 
~9:da ayat (5), sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati 
m1. 

BAB VI 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 

PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal 23 

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan surat permohonan 
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui PPID, dengan 
alasan-alasan sebagai berikut: 

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

c. tidak ditanggapinya permohonan informasi; 
d. permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. tidak terpenuhinya permohonan informasi; 
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau 
g. penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pasal 24 

Mekanisme yang harus ditempuh oleh PPID dalam menanggapi surat 
permohonan keberatan pemohon informasi publik, adalah sebagai berikut: 

a. mencatat permohonan dalam register permohonan keberatan; 
b. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan keberatan 

sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini, kepada 
pemohon informasi publik; 

c. mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau 
pengguna informasi; 

d. mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD terkait, paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan keberatan diterima; 

e. menyusun berita acara hasil keputusan rapat koordinasi yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

f. mendokumentasikan berita acara basil kepu tusan rapat koordinasi secara 
baik. 
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Pasal 25 

( 1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk 
keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik 
yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam 
register keberatan, dengan format sebagaimana tercantum pada 
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. 

(2) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. 

(3) Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis kepada Komisi Informasi, dalam jangka waktu paling lama 
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 26 

( 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional dan prosedur 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh 
Atasan PPID setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk rapat koordinasi. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan berdasarkan laporan berkala setiap akhir bulan dari PPID 
Pembantu kepada Atasan PPID melalui PPID dan laporan berkala setiap 
akhir bulan dari PPID kepada Atasan PPID. 

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri 
oleh Atasan PPID, PPID, PPID Pembantu dan unsur masyarakat. 

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan 
Publik; 

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara 
--- lain : 

1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki 
beserta kondisinya; 

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik 
beserta kualifikasinya; dan 

3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. 
c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing yang meliputi: 

1. jumlah permohonan Informasi Publik; 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

lnformasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya; dan 
4. permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya, dan keberatan atas layanan informasi. 

(5) Forma~ laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sebaga.imana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan 
Bupati ini. 



. , 

~ 

- 17 -

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal "I ½u.rfuJ 401 '-t 

'I NGAWI, 

.,. 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 4 f\-611J'1'-lt ~014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

.r ..,_ '--

() BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 

1 Ancaman keamanan kesehatan masyarakat. SKPD Dinas Kesehatan 
2014 ✓ ✓ Selama 

Pemkab.Ngawi berJaku 

2 Ancaman ketertlban umum. SKPD Pemkab.Ngawi 2014 ✓ ✓ Selama 
berlaku 

3 Ancaman bencana alam SKPD Pemkab.Ngawi 2014 ✓ ✓ Selama 
berlaku 

BUPATI NGAWI, 

C 

C 
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3 

C 
4 
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STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Pemohon dap.tt menyampalkan pennohonan 
lnformasl yang dibutuhkan melaJul : < 1 > datang 
langsung dan menglsl formullr permohonan 
informasl dengan rnelengkapl forocopy 
identltas dirl (KTP/SIM/Paspor), (2) rnelalui 
website dongan menglsl formullr yang telah 
dt-downlo.id dan menyenakan scan ldentit.ls 
diri (KTP/SIMfPaspor) kemudlan dlklnm ke 
alamat email PPtO yang tertem di website, (3) 
menglrim fax formulir pe,mohonan lnformasi 
yang telah dhsl lengkap dlsertat dengan fax 
ldentitas dlr-1 (KTP/SIM/Paspor) ke nomor f.lx 
PPID {yang telah dteantumkan di website 
maupun brosu:r/posuir PPID) 
Melakukan reglstrasl berkas perrnohon.in 
lnforrnasl publlk. Jik.i, dokumen/informasl yang 
dlmint.i telilh ter-masuk d.11.im DIP dan dlmilikl 
oleh meja inforrnasl, m.i,ka langsung dlbertkan 
kepada pemohon yang men.tndatanganl 
tanda buktl penerimaan lnformasV 
dokunwntasl. Jika lnformasi/dokumentasi 
y.,ng diminta belum termasuk cblam DIP. maka 
beri<as permohonan dls.-mpalkan kep.ada PPIO 
atau PPlO Pembantu. 
PPIO memlnt:s ke;>ad.t penguasa lnformasv 
dokumen (Sl<PO) untuk memberikan 
informasl/dokurnen (y;,ng sudah termasuk 
d.ilam DIP) kepada PPIO untuk dlbenkan 
kepada pemohon tnform.:i:.i. Pengua5-a 
lnforrnaslldokumen memberlkan lnformasl./ 
dokumen yang d1rnaksud kepada PPIO a tau 
PPIO Pembantu. 

Memberikan informasl/dokumen yang dlmlnta 
oleh pemohon y;i,ng men.:indatangani tanda 
bukti penerimaan inf=rnasi/dokumen. 

( 1) Formullr 
~mohonan 

tnforrnasi yang 
tersedla di meja 
pelayanan PPID 

atau dttampllkan 
di website dan 
clap.st! di-down­

load, (2> Fotocopy 
arau scan ldentitas 
dirl dart pem-ohon 

lnformaSi 

Buku register dan 
file khusus dalam 
bentuk softcopy 

tentang registrasl 
permohonan 

lnformasi 

Oaftar lnformasl 
Pubhk yang telah 
drtetapkan, baik 
yang dlSimpan 
di SKPDyang 
b,;irsangkutan, 
maupunyang 

dislmpon di SKPO 
bin di lingkup 

pemerintah 
d.>erah 

lnforrnasi/ 
Ookumen yang 

diminta ol&h 
pemohon 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NGAWI 

') 

( 

Setl.spsaat 

Seuap harl pada jam kerja 
Staf Register PPIO illtau 

PPIO Pembantu 

Setlap hart, rnakslmal 
1 o (sepufuh) han sejak 
permohonan infurmasA 

teregistr.lSi 

MakSirnal dibefikan 
perpanjangan pemenuhan 

pennohonan informaSi 
selama 7 (tujuh) hari s&jak 

pemberitahuan tettulis 
diberikan dan tidak dap.it 

dipeo-pnnjang lagi 

NOMOR : 28 
TANGGAL: c..J 

Tat\\.lrt 201 '-# 

~lLS fu-S 2.01'1 

Formulir 
~mohonan 

lnfonnasi 
yangtelah 

dilsilengkap 
dan dilampiri 

fotocopy/ 
scanldentltas 

din 

Oaftar 
pe:rmohonan 

tnfonnasl 
yangtelah 
te,susun 

dalambuku 
register dan 
fifekhusus 
registrasi 

lnformasiJ' 
dokumen 

yang terbuka 
untuk publik 

lnfonnasl 
publikyang 
dlmlntaoleh 

pemohon 

Penc.arian datalinfonnasl/dokurr 
yang dlmlnta oleh pemohon ha, 

dilayant oleh PPIO atau PPIO Pemb 
walaupun mungkin permlntaan lnfc 
terse but terietak di SKPD lain. data, 
lni koordlnasi dati!/informasildoku 
sangat penting dllakukan oleh PPIC 

PPIO Pemb.:tntu 

BUPATI NGAWI, 

~ 



,. 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 2 8 T"hun ~o•y 

TANGGAL : 4 ~.t,t\.lf Q.c,y 

FORM 
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : http:/fwww.ppid.ngawik~b'9o.id1 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan informasi 

Nama Pemohon lnformasi 

Nomor KTP / SIM 

Alamat Pemohon lnformasi 

Nomor Telepon 

Email 

lnformasi Yang Dibutuhkan 

Alasan Permintaan 

Nama Pengguna lnformasi 

Cara Memperoleh lnformasi 

Format Bahan lnformasi 

Cara Mengirim Bahan 

lnformasi 

1. Langsung 

4. Website 

1. Tercetak 

1. Langsung 

2. Email 

5. Fax 

2. Terekam 

2. Email 

3. Via Pos 

3. Via Pos 

Data dan lnformasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Pemohon lnformasi 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 18 Tcth.Jl-1 '2.ollJ 

TANGGAL : Y A9lU14.r 2014 

FORM TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Koda Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK 

Telah Terima Dari Pejabat lnformasi dan Dokumentasi: 

Berupa lnformasi 

Format Bahan Informasi 

Nama Pemohon 
lnformasi 

Alamat 

1. Tercetak 2. Terekam 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 



.. 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI 

NO MOR : 9- 8 Takun 20)4 

TANGGAL : t.f "1_9itrhlf 1 e,J4 

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN 
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWl 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.ppid.n9awikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Telah Terima Dari Pemohon lnformasi Publik: 

Permintaan 

lnformasi Publik 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 



. ' ·• e 

n 

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR 

TANGGAL 

: 28 't"al\'-trt 201y 

: 4 ~ur-tu.r 2.ol'f 

FORM SURAT KEPUTUSAN PPID 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Koda Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: h~p://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

SURAT KEPUTUSAN PPID 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

No. Pendaftaran 

Alamat 

Nomor Telp/Email 

Rincian lnformasi Yang 
Dimohon 

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pengecualian lnformasi didasarkan pada 

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensisebagaibenkut: 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK 

Jika Pemohon lnformasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon lnformasi dapat 
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak 
menerima Surat Keputusan ini. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) 



• e 

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 28 'fbhun loll/ 

TANGGAL : 4 "'"'tl.S'NI' 2ol"I 

FORM TANDA BUKTI PENERIMMN 
PERMOHONAN KEBERATAN PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

JaJan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERA TAN 

Telah Terima Dari Pemohon Keberatan: 

Permintaan 

Keberatan Yang Diajukan 

Ngawi, ......................... 20 ... 

Yang Menerima 



.. 11 .. 
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 28 Tet'1t4'1 2olV 

TANGGAL : Y >½Ll.rfu.r 2oty 

FORM TANGGAPAN ATAS 
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.pJ)Ld.ngawikab.go.id/ 

SURAT TANGGAPAN ATAS 
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

No. Pendaftaran 

Alamat 

Nomor Telp/Email 

Rincian lnformasi Yang 
Dimohon 

Tanggapan Atasan PPID 

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensi sebagai berikut : 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DITOLAK 

Demikian tanggapan ini diputuskan agar dicatat dan dilaksanakan oleh PPID Kabupaten 
Ngawi. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) 



I ,._ I 

• .... .. 
I • 

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 2 g T.co,,.01 2olY 

TANGGAL : 4 ~USfuS' 2ol'-( 

FORM 
LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELA YANAN 

INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : http://www.ppid.ngawikaJ~.go.id/ 

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELA YANAN INFORMASI PUBLIK 

Hari I Tanggal, .............................. 20 ... . 

JENIS INFORMASI 

TINDAK LANJUT 
NO NAMA& PERMINTAAN 

ALAMAT INFORMASI BERKALA SERTA SETIAP DI 
MERTA SAAT KECUAUKAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Bidang Pelayanan lnformasi, 



.. 
h 

. r, 

r • 

0 

() 

. , ., 

NO 

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR . .:i9 1"4k\JI? et bill 

TANGGAL : l/ A-9U.rf,lr o.ol '-1 

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : t!_ttp://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN 

TANGGAL& WAKTU JENIS INFORMASI 
NAMA PERMINTAAN 

a INFORMASI 
MINTA JAWAB ALAMAT BERTA DI KET. 

WAKTU /SELESAI HARi BERKALA MERTA KECUALIKAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Bidang Pelayanan lnformasi, 

BUPATI NGAWI, 

,,,,. 



/ 

n 

f) 

17 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

SISWANTO 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal 4 -l\8u.rf\.U .1.01'1 

BUPATI NGAWI, 

• 

SERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 



INFORMASIY 

1 Ancaman keamanan kesehatan 

2 Ancaman ketertiban umum. 

3 Ancaman bencana alam 

n 

/"'i 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGA~ 

NOMOR : :2 & 'tqf\un Qc,1 

TANGGAL : '-I ½ll..t1NS &.01\ 

FORM 
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : http_;/fwww.ppid.ngawikab.go.id/ 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan inforrnasi 

Nama Pemohon lnformasi 

Nomor KTP / SIM 

Alamat Pemohon lnformasi 

Nomor Telepon 

Email 

lnforrnasi Yang Dibutuhkan 

Alasan Perrnintaan 

Nama Pengguna lnformasi 

Cara Memperoleh lnformasi 

Format Bahan lnforrnasi 

Cara Mengirim Bahan 

lnformasi 

1. 

4. 

1. 

1. 

Langsung 2. Email 

Website 5. Fax 

Tercetak 2. Terekam 

Langsung 2. Email 

3. Via Pos 

3. Via Pos 

Data dan lnformasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peratura 
perundang-undangan yang berlaku. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Pemohon lnforrnasi 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI 

NO MOR : !l 8 Tahun 2014 

TANGGAL : Lf 7\9U!Nr .2014 

FORM TANOA BUKTI PENERIMAAN 
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: t}ttp://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Telah Terima Dari Pemohon lnformasi Publik: 

Permintaan 

lnformasi Publik 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 

TINGAWI,/ 

,, _,. 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR : 2 8 'Tlt~'4M '2t>lll 

TANGGAL : 4 -hgur-N.r 201\J 

FORM TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : tJ.nQ:/~.p~id.ngawikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK 

Telah Terima Dari Pejabat lnformasi dan Dokumentasi: 

Berupa Informasi 

Format Bahan Informasi 

Nama Pemohon 
Informasi 

Alamat 

1. Tercetak 2. Terekam 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 

I NGAWI, 



2 

3 

C 

4 

C 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

~n dapat meny.impatkan permohonan 
lnf=masl yang dlbutuhkan rne&alui : ( 1 > d.)tang 
langsung dan mengisl formullr pennohon.in 
informa:;I deng.:m melengkapi forocopy 
identitas dlrl (KTP/SIM./Pa5J>CU), {2) melalui 
website dengan menglst formulir yang teh1h 
dt•download d.An menyertakan scan ldentltas 
dlrl (KTP/SJM/Pas,por) kemud1an dlkinm ke 
alamat e:nail PiPID y.1ng t9ffera di wobsite, (3) 
menglrim fax formulir pef'mohonan informa:;i 
yang relah dlisl lengkap di~I dengan fax 
ldentitas dirt (KTP/SIM/PaSPOf) ke norno,- fax 
PPIO (yang telah d.cantumkan di website 
maupun brosur/PQSter PPID> 
Melakuko'.ln r&glstr~ berkas permohonan 
lnfonnasl pubhk. Jika dokumen/informasl yang 
dlminta tel.th termasuk dalam DIP d.lin dlm1hkl 
oleh mej., lnforrnasl, maka langsung dlbertk.ln 
kepada pomohon yang men.andatangani 
tanda buktl penertrna.an lnformasl/ 
dokumentasl. Jib inforrna5i/dokumentasi 
yang dlmlnta b&lum termasuk dal.am DIP. maka 
berk.as permohonan d1sampa1kan kepada PiPIO 
atau PPJD Pembantu. 
PPfO rnQnunta kepada pengu.:isa infonnasi/ 
dokumen (Sl<PO) untuk rnembenkan 
inforrnosvdokumen (yang sudah terrn.asuk 
dalam OIP) kepada PPID untuk dlbenkan 
~a pomohon lnformasl. Peng~sa 
lnforrn.asl/dokumen memberikan tnform.tSI/ 
dokuman yang dim.aksud kepada PPtD ar.iu 
PPIO Pembantu. 

Membe,lbn lnforrnasl/dokumen yang dtminta 
oleh pemohon yang menandatangani tanda 
buktl penerirn.aan lnfo:rnaSi/dokumen. 

, 
• -

( 1) Formulir 
Pe,mohonan 

lnformasl yang 
tersedla di meJa 
pelayanan PPID 

ae>u ditampilk.an 
di website dan 
dap.,cldi-down· 

load, (2) Fotocopy 
atau !.Can ldemit.ss 
dirl dart pemohon 

lnforrnasa 

Buku register dan 
file khusus dalam 
bentuk softcopy 

tentang registrasl 
permohonan 

lnforrnasi 

Oaftar lnforrTll3sl 
Publ1k yang telah 
drtetapk.ln, baik 
yang dlstmpan 
dlSKPOyang 
bQrsangkutan, 
rnaupun yang 

dislmpan di SKPD 
lnln di hngkup 

peme,intah 
~erah 

lnformasl/ 
Ookumen yang 

diminta oleh 
pemohon 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NGAWI 

Setiap hart pada jam kerja 
Staf Register PPID atau 

PPID Pembantu 

Setiap hart, rnalr.slrnal 
1 O Csepuluh> han sejak 
permohon30 lnform.aM 

tereotstrasl 

MaksJmal dlberikan 
perpanjangan pemenuhan 

p&rmohonan infor-masJ 
selama 7 (tujuhl har-i sejak 

pemberlt.Jhuan tertu!is 
diberik.an dan tldak d.-lpat 

dipe.-pa_!ljang la_gl 

NOMOR : 28 
TANGGAL: 4 

Ta._\>O '20N 

Agot~.r ~014 

Formullr 
permohonan 

lnfonnasi 
yangtelah 

dlisl lengkap 
d.lin dilampin 

fotocopy/ 
sc:.an identltas 

dirt 

Oaftar 
permohonan 

tnformaSI 
y;:mgtelah 
tersusun 

dalambuku 
register dan 
file khusus 
reglstr .:aSi 

lnformasi/ 
dokumen 

yang terbulca 
untuk publik 

lnfonna51 
pubhkyang 
dimlnta oleh 

pemohon 

Pencartan data/inforrnoi.VdoScurT 
yang dlmlnta oleh pemohon ha1 

dil.lyani oleh PPIO atau PPID Pemb 
walaupun mungkln permlnt.:llln lnfc 
tersebut terletak di SKPD bin. dak11 
lni koord1nasi dat.tlinforrnasi/doku 
sangat pentlng dllakukan oleh PPfC 

PPID Pombantu 

BUPATI NGAWI, 

--



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : l S Tah40 2ollf 

TANGGAL : 4 lti.,LtS'fllS .2.of"I 

FORM SURAT KEPUTUSAN PPID 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 74684~ E-mail.: ppid~ngawikab.go.id 

Website : http://www.pp1d.ngaw1kab'90.1d/ 

SURAT KEPUTUSAN PPID 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

No. Pendaftaran 

Alamat 

Nomor Telp/Email 

Rincian lnformasi Yang 
Dimohon 

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pengecualian lnformasi didasarkan pada 

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensisebagaiberikut: 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK 

Jika Pemohon lnformasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon lnformasi dapat 
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
menerima Surat Keputusan ini. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) 



n 

() 

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NGAWI 

NO MOR : 2 Q TQhl.ft'> 2oll/ 

TANGGAL : 4 11-!,uJtu.r loll/ 

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN 
PERMOHONAN KEBERATAN PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 7 47292 Fax. (0351) 7 46843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://WNW.ppid.ngawikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERATAN 

Telah Terima Dari Pemohon Keberatan: 

Permintaan 

Keberatan Yang Diajukan 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 



(J 

n 

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : .28 Tah'-ltJ 2.0>4 

TANGGAL : Lf l\-9u.J,t,.u '2oly 

FORM TANGGAPAN ATAS 
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGA\M 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.ppid.ngawika.~.go.id/ 

No. Pendaftaran 

Alamat 

SURAT TANGGAPAN ATAS 
KEBERA TAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

Nomor Telp/Email 
Rincian lnformasi Yang 
Dimohon 

Tanggapan Atasan PPID 

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensisebagaiberikut: 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

KEBERA TAN PEMOHON INFORMASI DITOLAK 

Demikian tanggapan ini diputuskan agar dicatat dan dilaksanakan oleh PPID Kabupaten 
Ngawi. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

, 



r' 

r, 

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : Z.~ -ra"un '2.ot"f 

TANGGAL : J.f kgurtuS '2ol"I 

FORM 
LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELA YANAN 

INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : t,ttp://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELA YANAN INFORMASI PUBLIK 

NO NAMA& 

ALAMAT 

(1) 

Hari I Tanggal, .............................. 20 ... . 

PERMINTAAN 

INFORMASI BERKALA SERTA 
MERTA 

(2) (3) (4) 

JENIS INFORMASI 

TINDAK LANJUT 

SETIAP DI 
SAAT KECUAUKAN 

(5) (6) (7) 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Bidang Pelayanan lnformasi, 

,1 
~ 



// 

NO 

0 

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : ~ 9 T 4'1LIM Q ol'f 

TANGGAL : L/ A-9w-fu.(' ~ 0 1'-J 

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : tJ.np://www.ppid,r1ga\8!i_ls_~b.go.id/ 

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN 

TANGGAL& WAKTU JENIS INFORMASI 
NAMA PERMINTAAN 

& INFORMASI 
MINTA JAWAB WAKTU ALAMAT SERTA DI KET. 

ISELESAI HARi BERKALA MERTA KECUALIKAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ngawi, ......................... 20 ... 

Bidang Pelayanan lnformasi, 

BUPATI NGAWI, 

,, 
,,,-



0 

r-i 

- 17 -

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal '-I 71JJ1u..s 

¥ B~ATI NGAW!r 

... 
•• 

I' 

SERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 

Q.t>I\.I 



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 

I Ancaman keamanan kesehatan masyarakat. I 
SKPD Dinas Kesehatan I I Selama 

1 Pemkab.Ngawi 
2014 ,J ,J -

berlaku 

2 I Ancaman ketertiban umum. I SKPD Pemkab.Ngawi 2014 ,J ,J - Selama 
berlaku 

3 I Ancaman bencana alam I SKPD Pemkab.Ngawi I 2014 I ,J I ,J I I Selama 
berlaku 

g Bm:ATI NGAY 
C i 

,,. 

r-



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : ~s remun Acll.f 

TANGGAL : 4 ~ll.ffJ.t ~IY 

FORM 
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : ht1p;//www.ppjd.ngawikab.g_q.id/ 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan informasi 

Nama Pemohon lnformasi 

Nomor KTP / SIM 

Alamat Pemohon lnformasi 

Nomor Telepon 

Email 

lnformasi Yang Dibutuhkan 

Alasan Permintaan 

Nama Pengguna lnformasi 

Cara Memperoleh lnformasi 1. Langsung 2. Email 3. Via Pos 

Format Bahan lnformasi 

Cara Mengirim Bahan 

lnformasi 

4. 

1. 

1. 

Website 

Tercetak 

Langsung 

5. Fax 

2. Terekam 

2. Email 3. Via Pos 

Data dan lnformasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Pemohon lnformasi 

~ BU 14.TI NGAWI,f. 

? 
' 



('i 

n 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : ~ 8 T«hun :toll.I 

TANGGAL : Y At)OJ'Mf ~01\.f 

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN 
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.ppid.ngawikab.go.id/ 

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Telah Terima Dari Pemohon lnformasi Publik: 

Permintaan 

lnformasi Publik 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 

.,,,. 



r'i 

n 

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : aQ 't'f~" 201 '-' 

TANGGAL : 4 .49VJN.r 1014 

FORM TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.pQid.ngawikab.gg_.id/ 

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK 

Telah Terima Dari Pejabat lnformasi dan Dokumentasi: 

Berupa lnformasi 

Format Bahan Informasi 

Nama Pemohon 
lnformasi 

Alamat 

1. Tercetak 2. Terekam 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 

TI NGAWI, 



~i{,:,:{:;;). :;~I[ll:!{}·:i,/il!i\'.0tt~'; ~:; :::r:~:;:1)'.i.::)/\~ 
/',I) I'' ' (/ '..,,/11/1 /,,1 ,' ( 1 I~ I \1 (/' ' ' ,/, I/ i'; ' ) ! f: 
,;- 1 v~''l/; 1 '>1 ;~ / 1,1 1 I J/ {,,, ,f-11 1( 1 / JJ(,~l1,'r11 
~.d\!ili.\.1~1 ,/_1/'h_i{.<~·~~~~·1,'._ I ~.'........:..:•, ,_i.J, -:.,) __ /y.!.... - ·..:::.... _ _:.}!/,/~~. 

1 Pemohon dapat menyam~lkan permoh01 
lnformasl yang dibutuhk.an mefalui : ( 1) d.a· 
1.-,ngsung dan menglsl formullr permohon, 
lnform.1s1 deng;,n m41lengk;,p1 forocopy 
ldentltas dirl (KTP/SIM/Pas.por). (21 mel:slui 
website dengan mengl~ formullr y;,ng tel~ 
di-download dan menyeri-,k:,n scan ldentl 
dirl (KTPISIM/Paspor) Mmudtan diklnm ke 
alarnat email P?ID yang tenera di website, 
menglrlm fox formullr permohoniJn inform 
yang telah dhsl lengkap djsertal deng;,n fa. 
identitas dirt (KTP/SIM/P3spor) ke nomor f.:l 
PPID (y.3ng telah d1cantumkan di website 
mo2uoun bToi.ur/ooster PPIDl 

2 Mel.-,kuQn registrasl ~bs perrnohonan 
lnformasl publlk. J,k.-, dokumenlinforma~) 
dlmlnta telah termasuk d.:,l;,m DIP dan dim 
oleh meJa informa51, maka hmgsung dlberl 
l..ep.,da pemohon yang men.-,ndatanganl 
tanda bukti ~nortmaan lnformaSi/ 
dokumentasl. Ji~ lnfor,n.-,sUdokumentasi 
yang dimtnt3 befum termasuk dalam DIP. n 
berka.s permohonan dlsampatkan kepada F 
atau PPID Pembantu. 

3 PPID memlnt;, kepada ponguas;, jnfonnasL 
dokumen (SKPD) untuk membenkan 
1nformasl/dokumen (yano sudah termasuk 
dalam DIP) lcep.,da PPID untuk dlbertk;,n 
kopada pemohon lnformat.l. PenguaSll 
lnformaslldokumen memberlkan lnformai;l 
dokumen yang dlmaksud kepada PPID .u.;n 
PPID J>.embantu. 

4 Memberi~n informast/dokumen yang dtm 
oleh pemohon yang menandatangani tand 
bukti penerlmaan infonnasl/dokumen. 



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 2 8. -rahutJ '2-0l'1 

TANGGAL : Y ~u!f\lf ~ofy 

FORM SURAT KEPUTUSAN PPID 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : !:mQ://wwwJ>pjd. ngawLkab. go.id/ 

SURAT KEPUTUSAN PPID 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

No. Pendaftaran 

Alamat 

Nomor Telp/Email 

Rincian lnformasi Yang 
Dimohon 

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pengecualian lnformasi didasarkan pada 

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensi sebagai berikut : 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK 

Jika Pemohon lnformasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon lnformasi dapat 
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
menerima Surat Keputusan ini. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

i BU ~TI NGAWI,; , , 
• 

ONO 



n 
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR : 2 8 Tof14,r '2.ollf 

TANGGAL : 4 ~U5'flJS 2°1"1 

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN 
PERMOHONAN KEBERATAN PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : htt~'-www.QPLc;!,ngawikab.go)d/ 

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERATAN 

Telah Terima Dari Pemohon Keberatan: 

Permintaan 

Keberatan Yang Diajukan 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Yang Menerima 

t B~TINGAWI/ 

• 
~ 



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR : '29 -ranun 2d.'f 

TANGGAL : 4 A-9u.S"tllf '20!'1 

FORM TANGGAPAN ATAS 
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail.: ppid~ngawikab.go.id 

Website : n~p://www.pQi_d.ng~w,kab.9o.1d/ 

SURAT TANGGAPAN ATAS 
KEBERA TAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 

No. Pendaftaran 

Alamat 

Nomor Telp/Email 

Rincian lnformasi Yang 
Dimohon 

Tanggapan Atasan PPID 

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 
konsekuensisebagaiberikut: 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

KEBERA TAN PEMOHON INFORMASI DITOLAK 

Demikian tanggapan ini diputuskan agar dicatat dan dilaksanakan oleh PPID Kabupaten 
Ngawi. 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi (PPID) 



n -

~ 

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR : .28 Tc:tkl.ftJ 201 '-I 

TANGGAL : 4 -1r9 ust,.i.S 2.olY 

FORM 
LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELA YANAN 

INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos: 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website : b!1Q://www.ppid.ngawikay9.id/ 

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELA YANAN INFORMASI PUBLIK 
Hari I Tanggal, .............................. 20 ... . 

JENIS INFORMASI 
TINDAK LANJUT 

NO NAMA& PERMINTAAN 
SETIAP DI SERTA ALAMAT INFORMASI BERKALA MERTA SAAT KECUALIKAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Bidang Pelayanan lnformasi, 

~ BU~~INGAY 
,, ., 



!! 

~: -

NO 

0 

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGAWI 
NO MOR : .:J. 8 '[~l,,i, .. m .2t> l'-f 

TANGGAL : ~ ~f,.tr ~0l'-f 

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211 
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail: ppid@ngawikab.go.id 

Website: http://www.ppid.ngawjkab.go.id! 

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN 

TANGGAL & WAKTU JENIS INFORMASI 
NAMA PERMINTAAN 

& INFORMASI 
JAWAB ALAMAT SERTA DI KET. 

MINTA WAKTU /SELESAI HARi BERKALA MERTA KECUALIKAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ngawi, ......................... 20 .. . 

Bidang Pelayanan lnformasi, 

~ BUPATI NGAWf 
,I' 


